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BISHIS

Kemendag Sudah Blokir Ratusan
Domain Binary Option Sejak 2019

K ian Perd (Kemendag) melalui Badan Pengawas

Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), telah memblokir 1.222
entitas perdagangan berjangka komoditi ilegal selama tahun 2021. g2
situs di antaranya adalah domain opsi biner (binary option).

Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan
Bappebti, Aldison Karorundak, mengungkapkan tindakan

pemblokiran trading ilegal k binary option adalah upaya
pemerintah untuk melindungi masyarakat dari kegiatan investasi
ilegal yang merugikan.

Dia mengungkapkan pemerintah sudah memblokir domain-domain
binary option sejak 201g lalu. Namun, hal tersebut tidak berpengaruh
terhadap kemunculan situs trading ilegal dengan domain baru karena
jumlahnya terus menjamur

"Kementerian Perdagangan dalam hal ini Bappebti, telah melakukan
pemblokiran entitas binary option sejak tahun 2019, pada tahun itu
terdapat 20 domain yang diajukan oleh Bappebti untuk diblokir
kepada Kominfo, kemudian pada tahun 2020 sebanyak 107 domain,
tahun 2021 sebanyak g2 domain," ujar Aldison kepada kumparan,
Kamis (3/2).
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Selain itu, Aldison mengatakan Bappebti juga telah mengajukan
pemblokiran atas 2 domain binary option di awal tahun 2022 ini, saat
isu tersebut sedang viral di media sosial dan banyak korban buka
suara soal kerugian hingga ratusan juta.

Perbesar

Aldison menegaskan, pihaknya akan terus berupaya keras melakukan
tindakan pencegahan kegiatan investasi bodong, termasuk binary
option. "Upaya ini pun dilakukan secara bersama-sama dengan 12
kementerian atau lembaga lainnya yang tergabung dalam wadah
Satgas Waspada Investasi (SWI)," lanjutnya.

Bagi masyarakat yang dirugikan akibat binary option, imbuh Aldison,
dapat melaporkan kepada aparat penegak hukum untuk kemudian
diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Selain itu, masyarakat diminta untuk lebih bijak dan berhati-hati
dalam melakukan investasi karena sifatnya yang high risk high return,
jangan sampai tergiur dengan janji-janji keuntungan besar dan pasti,
serta memastikan legalitas pihak yang menawarkan investasi demi
menjamin kepastian entitas," tutur Aldison.

‘Terkait dengan legalitas pelaku usaha di bidang perdagangan
berjangka komoditi, masyarakat dapat mengakses informasinya
melalui website www.bappebti.go.id
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